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ABSTRAK 
 

(A) Nama : Sahati (NIM : 217212036) 
(B) Judul : Kedudukan Grondkaart sebagai Alas Hak Penguasaan 

Lahan oleh PT. KAI Menurut Hukum Agraria. 
(C) Halaman : xi + 140 + lampiran + 2023 
(D) Kata Kunci : Grondkaart, Alas Hak, Hak Penguasaan atas Tanah, PT. 

KAI 
(E) Isi Abstrak       : 

Grondkaart atau peta blok adalah bukti kepemilikan aset yang memiliki nilai 
penting bagi perusahaan atau lembaga. Namun, masih terdapat perdebatan 
mengenai kedudukan dan legalitas Grondkaart itu sendiri. Salah satu 
perusahaan negara yang masih menggunakan Grondkaart sebagai bukti 
penguasaan aset tanahnya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT. 
KAI. Aset tanah PT. KAI merupakan warisan dari Kereta Api Belanda yang 
mengalami nasionalisasi, dan seringkali menyebabkan sengketa karena bukti 
penguasaan tanahnya berupa Grondkaart yang tidak diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997. Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu 
kedudukan Grondkaart sebagai alas hak atau bukti penguasaan lahan oleh PT. 
KAI menurut Hukum Agraria Indonesia, dan perlindungan hukum serta 
kepastian hukum Grondkaart setelah berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran 
gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Grondkaart tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, Grondkaart bukan    merupakan bukti 
kepemilikan tanah yang kuat, tetapi dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan 
atau alas hak atas tanah PT. KAI untuk melakukan pendaftaran tanah dan 
memperoleh sertifikat Hak atas Tanah yang kuat. Grondkaart juga dapat 
digunakan sebagai alat bukti kepemilikan dalam penyelesaian sengketa terkait 
aset PT. KAI. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 
mengharuskan pendaftaran hak atas tanah bekas hak barat dan hak milik adat. 
Jika pendaftaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, 
Grondkaart tidak dapat menjadi alat bukti kepemilikan, tetapi hanya menjadi 
petunjuk bagi pendaftaran tanah tanpa mengubah status kepemilikan tanah 
tersebut. 

(F) Daftar Acuan : 93 (1971-2023) 
(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H., Dr. 
(H) Penulis : Sahati 
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ABSTRACT 
 

(A) Name : Sahati (NIM : 217212036) 
(B) Title : Position of Grondkaart as a basis for Land Ownership 

Rights by PT. KAI According to Agrarian Law. 
(C) Page : xi + 140 + attachment + 2023 
(D) Keywords : Grondkaart, Basis of rights, Ownership rights over land, 

PT. KAI 
(E) Contents : 

Grondkaart or block maps serve as evidence of asset ownership, which is 
valuable for institutions or companies to safeguard. However, the position 
and legality of Grondkaart are still subject to debate. PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) or PT. KAI is a state-owned company that still relies on 
Grondkaart as proof of land ownership. The land assets of PT. KAI are 
remnants of the Dutch Railway Company, which underwent nationalization, 
often leading to disputes due to the Grondkaart's lack of regulation in Law 
Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997. This 
article addresses two issues: 1) the position of Grondkaart as a basis for land 
rights or proof of land ownership according to Indonesian Agrarian Law, and 
2) the legal protection and certainty of Grondkaart as proof of land 
ownership by PT. KAI after the implementation of Government Regulation 
Number 18 of 2021. The research adopts a normative legal research 
approach, encompassing statutory, conceptual, and case analyses. The 
findings reveal that Grondkaart's position is not explicitly regulated, making 
it insufficient as strong evidence of railroad land ownership. However, it can 
serve as a basis for PT. KAI to register their land and acquire robust land 
rights certificates. Grondkaart functions as proof of PT. KAI's land ownership 
and, in case of disputes, can be used as evidence of unalterable ownership 
rights. If a third party gains control of KAI's assets, the court has the authority 
to invalidate and revoke the Certificate of Ownership (SHM) for PT. KAI's 
land. The enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 requires 
the registration of land rights previously associated with western rights and 
customary ownership. Failure to register within the stipulated timeframe 
renders the land rights insufficient as evidence of ownership, serving merely 
as guidance for land rights registration without altering the land status. 

(F) Reference : 93 (1971-2023) 
(G) Advisor : Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H., Dr. 
(H) Writer : Sahati 
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